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Menimbang a.	 bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan, perlu 
merubah Peraturan Bupati Larnpung Selatan Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 10 Tabun 
2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di 
Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3481); 



3.	 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penerbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

4.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tida Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 

5.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

6.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
PenyeIenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7.	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

8.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

9.	 Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

10.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

11.	 Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 



13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

17.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Prekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4481); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2001 tentang 
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4075); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 
Telekomunikasi; 

26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
18 Tahu 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 
19PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama 
Menara Telekomunikasi; 

27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
23/PER/M.KOMINFO 04/2009 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan 
Telekomunikasi; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 

29.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 

30. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 
Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 04); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata KeIja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2008 Nomor 06) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 1). 



MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PERlJBAHA.N PERTAMA 
ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUWG SELATAN NOMOR 
18 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PBLAKSANAAN 
PBRATURAIf DAERAH KABUPATEN LAMPUWG 8ELATAN 
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PElfGElfDALIAN MElfARA TBLBKOMUlIlKASI DI 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
di Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut : 

Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) 
dan ayat (4b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal13 

(1) Pemungutan	 Retribusi tidak dapat diborongkan, 

(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

(4)	 Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dikirim langsung oleh 
petugas kepada wajib retribusi. 

(4a) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan 
nama pemilik menara Telekomunikasi. 

(4b)	 Setiap akhir tahun pihak provider agar memberikan data menara 
Telekomunikasi terbaru untuk diterbitkan SKRD berikutnya. 

(5)	 Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum 
dalam Lampiran 1 Peraturan ini. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal ~B?a.t1IJC\Y""· 2015 

SUPATI LAMPUNG 8£ TAN, 

Rye 
Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ~ ')0>."'\.>0. t- ' 2015 

SEKRETARIS DAE UPATEN LAMPUNG SELATAN. 

sbTO'NO 

BERITADAE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 KOMaR 


